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ABSTRAK

Korupsi adalah masalah dalam perekonomian bagi setiap bangsa didunia, baik dalam lingkungan pemerintahan maupun lingkungan swasta, dimana di Indonesia sendiri, kejahatan tindak pidana korupsi  sudah merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga penanganannya memerlukan upaya khusus, baik dari proses peradilannya maupun dari penegak hukumnya. Di  Indonesia kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dimiliki oleh 3 instansi penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal ini timbul permasalahan terkait pengaturan batas waku penyidikan yag dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi serta terkait tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi apabila tidak terdapat cukup bukti dalam penyidikan KPK.

Terkait dalam Undang-undang KPK tidak terdapat pengaturan mengenai batas waktu penyidikan dalam suatu pemeriksaan tindak pidana korupsi mengakibatkan suatu proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK tidak dapat maksimal sesuai dengan kewenangannya. Serta apabila dalam suatu pemeriksaan tidak dapat cukup bukti pada suatu tindak pidana korupsi kewenangan KPK sebagai lembaga penyidik juga terhalang oleh kewenangannya yang tidak dapat melakukan penghentian penyidikan.
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ABSTRACT

Corruption is a problem in the economy of every nation in the world, whether in government or in the private environment, which in Indonesia alone, the crime of corruption is already an extraordinary crime, so its handling requires special efforts, both of the proceedings and of the law enforcement. Indonesian authorities in the investigation of corruption is owned by three law enforcement agencies, namely the police, judiciary and the Corruption Eradication Commission. In this case raised issues related to setting boundaries Waku implementation effectiveness of the investigation of the Corruption Eradication Commission as well as related legal actions that can be performed by the Corruption Eradication Commission if there is not enough evidence in the Commission investigation.
Related to Law Commission there is no regulation regarding the time limit of investigation in a probe of corruption resulted in a process of investigation by the Commission shall be the maximum in accordance with their authority. As well as when in an examination can not be enough evidence in a corruption investigation authority of the Commission as an institution is also hindered by the authority can not terminate the investigation
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I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (Ordinary Crimes), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (Extra Ordinary Crimes
). Merujuk akan hal tersebut Pemerintah pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan badan khusus dalam menangani kasus korupsi dan merupakan badan “super body. Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi.Dalam berbagai pengaturan serta kewenangan yang diberikan terhadap KPK, tidak ada pengaturan yang mengatur mengenai batas waktu penahan yang diberikan secara jelas di dalam Undang-Undang KPK maupun di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan mengenai batasan waktu yang bervariasi tersebut di dalam KUHAP. Luasnya kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberikan oleh undang-undang  namun juga masih terdapat kekosongan hukum pada batas waktu penyidikan sehingga  sistem beracara dalam tindak pidana korupsi masih berpedoman pada KUHAP
1.2 Tujuan

Untuk dapat mengetahui bagaimana pengaturan mengenai batasan waktu dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan KPK serta untuk dapat mengetahui apa bentuk tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika di dalam suatu penyidikan tidak memiliki bukti yang cukup.
II. ISI MAKALAH
2.1 Metode Penelitian


Penelitian yang berjudul “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)" menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka
.
2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Ketentuan Pengaturan Terkait Batas Waktu Penahanan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism) KPK memiliki tugas dan wewenang yang cukup berbeda, diantaranya melakukan kordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam kasus korupsi. Terkait dengan tugas KPK dalam melaksanakan koordinasi tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2010 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu dalam pelaksanaan tugasnya, KPK bertanggung jawab hanya kepada publik atau kepada masyarakat, KPK hanya memberi laporan secara berkala saja kepada presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam rumusan penjelasan umum Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.”
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya juga berpedoman pada KUHAP, selain itu KPK juga berpedoman pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2.2.2 Kewenangan KPK Melakukan Tindakan Hukum Terkait Tidak Cukup Bukti dalam Proses Penyidikan
Dalam melaksanakan tugas penyidikan KPK terikat dengan wewenang-wewenang tertentu seperti yang tercantum pada Pasal 6 huruf a Undang-Undang Noimor 30 Tahun 2002, dimana dalam pasal tersebut tercantum wewenang KPK yang salah satunya adalah “Mengkoordinasikan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi”. Apabila kita perhatikan hal tersebut juga terikat dengan kewenangan KPK dalam mengambil suatu tindakan hukum apabila di dalam suatu tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti. Seperti dipahami, relevan dengan ketentuan Undang-Undang No.46 Tahun 2009 yang juga merupakan ketentuan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menggarisbawahi bahwa sumber perolehan bukti yang sah dalam bentuk petunjuk (Sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP), selain diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, khusus perkara tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili; dan

2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Bukti yang tidak cukup dalam suatu proses penyidikan tentunya dapat menghambat suatu proses pemeriksaan tindak pidana korupsi, maka tidak cukupnya bukti dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi dapat menimbulkan wewenang KPK untuk melaksanakan koordinasi. Dimana dalam hal ini KPK akan melakukukan koordinasi dengan Kepolisian untuk memberikan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) ataupun akan berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk memberikan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Namun dalam hal lain tidak cukupnya bukti pada saat dilaksanakan penyidikan alternatif lain selain berkoordinasi KPK juga dapat terus melaksanakan penyidikan hingga ke tahap persidangan, hanya saja pada persidangan lah akan diberikan atau akan diputuskan bebas.

3 KESIMPULAN

1. Dalam rumusan penjelasan umum Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK. Pasal 38 ayat (1) menyatakan segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya  berpedoman pada KUHAP dan Undang-undang No 31 Tahun 1999.
2. Bukti yang tidak cukup dalam suatu proses penyidikan menimbulkan wewenang KPK untuk melaksanakan koordinasi. Dimana KPK akan melakukukan koordinasi dengan Kepolisian untuk memberikan SP3 ataupun akan berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk memberikan SKPP. Namun dalam hal lain tidak cukupnya bukti pada saat dilaksanakan penyidikan alternatif lain selain berkoordinasi KPK juga dapat terus melaksanakan penyidikan hingga ke tahap persidangan, hanya saja pada persidangan lah akan diberikan atau akan diputuskan bebas.
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